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PUTUSAN
Nomor 421 K/Pid/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Terdakwa,
telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : FLORENCE AULIA SILALAH]I;

Tempat Lahir : Pematangsiantar;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/11 Januari 1989;

Jenis Kelamin . Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal . Jalan Bahkora Il Gang Semeru Nomor 03,

Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar
Marimbun, Kota Pematangsiantar/Jalan
Simpang Il Siahaan Polindes, Desa Nauli,
Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba;
Agama . Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Terdakwa tersebut berada di luar tahanan;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang
Siantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
Pertama . Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 372 KUHP;
Atau
Kedua . Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 378 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pematang Siantar tanggal 12 September 2022 sebagai berikut:
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1. Menyatakan Terdakwa FLORENCE AULIA SILALAHI terbukti bersalah
melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dalam pasal 378
KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FLORENCE AULIA SILALAHI
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI bulan April 2019 dengan
Nomor Rekening 031401017957506 atas nama Rismeria Turnip;

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI bulan Mei 2019 dengan
Nomor Rekening 031401017957506 atas nama Rismeria Turnip;

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI bulan Juni 2019 dengan
Nomor Rekening 031401017957506 atas nama Rismeria Turnip;

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI bulan Agustus 2019 dengan
Nomor Rekening 031401017957506 atas nama Rismeria Turnip;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor
177/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 3 Oktober 2022 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FLORENCE AULIA SILALAHI tersebut di atas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI bulan April 2019 dengan

Nomor Rekening 031401017957506 atas nama Rismeria Turnip;

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI bulan Mei 2019 dengan

Nomor Rekening 031401017957506 atas nama Rismeria Turnip;
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- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI bulan Juni 2019 dengan

Nomor Rekening 031401017957506 atas nama Rismeria Turnip;

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI bulan Agustus 2019 dengan

Nomor Rekening 031401017957506 atas nama Rismeria Turnip;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor
1524/P1D/2022/PT MDN tanggal 8 Desember 2022 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 3
Oktober 2022 Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Pms yang dimintakan banding
tersebut;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Ks/Akta Pid/2023/PN
Pms juncto Nomor 1524/PID/2022/PT MDN juncto Nomor 177/Pid.B/2022/PN
Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar,
yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2023, Terdakwa
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan
tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Ks/Akta Pid/2023/PN
Pms juncto Nomor 1524/PID/2022/PT MDN juncto Nomor 177/Pid.B/2022/PN
Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar,
yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2023, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permohonan kasasi

terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;
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Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2023 dari Terdakwa
sebagai Pemohon Kasasi | yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pematang Siantar pada tanggal 16 Januari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2023 dari Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar sebagai Pemohon Kasasi Il yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal
16 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2022 dan
Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari
2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pematang Siantar pada tanggal 16 Januari 2023. Dengan demikian,
permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang, oleh karena itu
permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang
Siantar pada tanggal 2 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2023 serta memori
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar
pada tanggal 16 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut
Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi
I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi
selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi |/Terdakwa dan Pemohon Kasasi IlI/Penuntut Umum tersebut,

Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:
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- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi
II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena judex facti telah
mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana
yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan terbukti dalam
mengikuti arisan online milik Saksi Korban Rismeria dengan nama arisan
online Turnip Arisol dalam beberapa kloter, Terdakwa telah menerima
uang dari Saksi Korban Rismeria melalui transfer sebanyak
Rp41.788.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh
delapan ribu rupiah), namun Terdakwa tidak iuran uang membayar arisan
sesuai kesepakatan, dan Terdakwa selalu berjanji untuk membayarnya,
namun perjanjian itu diingkari sendiri oleh Terdakwa, sehingga perbuatan
Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan
Terdakwa mempunyai niat jahat untuk mendapatkan uang dari Saksi
Korban Rismeria secara melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa
memenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan
altenatif Kedua Penuntut Umum, dan Terdakwa telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan”;

- Bahwa oleh karena sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan
dan meringankan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan judex facti
kepada Terdakwa, dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahan
Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan
karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan
tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan
dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi
hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum
atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau
apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-
Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
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- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat
dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal
tersebut menjadi kewenangan judex facti yang tidak tunduk pada
pemeriksaan tingkat kasasi. Judex facti telah memberikan pertimbangan
yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan
Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata
pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan
ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk
membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/TERDAKWA
FLORENCE AULIA SILALAHI tersebut;

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM
pada KEJAKSAAN NEGERI PEMATANG SIANTAR tersebut;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Yohanes Priyana, S.H., M.H., dan H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H.,
M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
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itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ayumi
Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut

Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./ Ttd./
Yohanes Priyana, S.H., M.H. Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.
Ttd./

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG — Rl
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr.YANTO, SH., M.H.
NIP : 19600121 199212 1 001
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